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ABSTRAK 

 

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons atas berbagai 

permasalahan kelembagaan yang dihadapi koperasi syariah di Kabupaten Agam, khususnya 

pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau. Permasalahan utama 

meliputi lemahnya struktur organisasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta 

belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal kepatuhan 

syariah. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kepercayaan anggota dan belum 

maksimalnya peran koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Tujuan kegiatan 

PKM ini adalah memperkuat struktur kelembagaan koperasi syariah sebagai strategi 

pemberdayaan ekonomi anggota melalui pendekatan partisipatif. Metode yang digunakan 

adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan pengurus, pengelola, 

anggota, dan tokoh masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan. Hasil pengabdian 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus dan anggota mengenai fungsi 

kelembagaan, tata kelola koperasi syariah, serta pentingnya pengawasan syariah. Penguatan 

struktur organisasi koperasi terbukti menjadi fondasi penting dalam mendorong terciptanya 

koperasi syariah yang sehat, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota sesuai 

prinsip maqashid syariah. 

 

Kata kunci: koperasi syariah, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, PAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1 Latar Belakang 

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan 

rakyat sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Gagasan ini dipelopori oleh Muhammad 

Hatta yang menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai melalui sistem 

ekonomi yang berkeadilan, berlandaskan kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai gotong 

royong. Salah satu bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan adalah koperasi, yang hingga kini 

tetap relevan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis nilai-

nilai Islam, koperasi syariah berkembang sebagai alternatif lembaga ekonomi yang tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan. Di Kabupaten 

Agam, koperasi syariah—khususnya BMT Agam Madani—mengalami perkembangan 

kuantitatif, namun belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kualitas kelembagaan dan 

sumber daya manusia. 

Berbagai permasalahan masih dihadapi, antara lain lemahnya tata kelola organisasi, 

rendahnya literasi ekonomi syariah pengurus dan anggota, serta belum optimalnya fungsi 

Dewan Pengawas Syariah. Bahkan, data menunjukkan sebagian unit BMT Agam Madani tidak 

lagi aktif beroperasi akibat lemahnya manajemen dan rendahnya kepatuhan anggota. Kondisi 

ini menegaskan pentingnya kegiatan pendampingan dan penguatan struktur koperasi syariah 

sebagai upaya strategis dalam memberdayakan ekonomi anggota. 

 

2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk penguatan struktur koperasi syariah sebagai strategi pemberdayaan 

ekonomi anggota di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau? 

2. Bagaimana penguatan struktur koperasi syariah dapat mewujudkan kesejahteraan 

anggota Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau? 

1.  

3 Tujuan Kegiatan 

Tujuan pelaksanaan PKM ini adalah: 

1) Mengetahui dan menganalisis bentuk penguatan struktur koperasi syariah sebagai 

strategi pemberdayaan ekonomi anggota. 

2) Memberikan pendampingan penguatan struktur kelembagaan koperasi syariah guna 

mewujudkan kesejahteraan anggota. 

 

4 Manfaat Kegiatan 

Kegiatan PKM ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi koperasi: meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kepatuhan terhadap 

prinsip syariah. 

2) Bagi anggota: meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pengelolaan koperasi. 

3) Bagi akademisi: menjadi referensi dalam pengembangan kajian koperasi syariah 

berbasis pemberdayaan. 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1 Koperasi Syariah 

Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang menjalankan seluruh aktivitasnya 

berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu berlandaskan Al-Qur’an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI. 

Koperasi syariah bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan anggota 

melalui mekanisme usaha yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. 

 

2 Dasar Hukum Koperasi Syariah 

Dasar hukum koperasi syariah di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 

16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang KSPPS. 

 

3 Maqashid Syariah dalam Koperasi 

Maqashid syariah menjadi landasan normatif dalam operasional koperasi syariah, yang 

menekankan pada pencapaian kemaslahatan (tahsil al-mashalih) dan pencegahan kerusakan 

(dar’ al-mafasid). Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENGABDIAN 

 

1 Pendekatan dan Metode 

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu 

pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan proses penelitian dengan tindakan nyata. 

Seluruh pemangku kepentingan koperasi dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi 

masalah, perumusan solusi, pelaksanaan program, serta evaluasi. 

 

2 Tahapan Kegiatan 

Tahapan kegiatan meliputi: 

1. Pemetaan masalah kelembagaan koperasi. 

2. Perumusan solusi melalui diskusi dan musyawarah. 

3. Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan penguatan struktur koperasi. 

4. Refleksi dan evaluasi hasil kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1 Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui serangkaian 

tahapan pendampingan kelembagaan yang melibatkan pengurus, pengelola, Dewan Pengawas 

Syariah (DPS), serta anggota Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau. 

Pendampingan dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok terarah (FGD), 

pelatihan, serta pendampingan langsung dalam memahami struktur organisasi dan tata kelola 

koperasi syariah. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog dua arah sehingga 

permasalahan yang dihadapi koperasi dapat diidentifikasi secara komprehensif dan dicarikan 

solusi yang kontekstual. 

 

2 Hasil Penguatan Struktur Kelembagaan Koperasi Syariah 

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa penguatan struktur koperasi syariah melalui 

pendampingan kelembagaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman 

pengurus dan anggota mengenai fungsi organisasi koperasi. Sebelum kegiatan pendampingan, 

sebagian pengurus dan anggota belum memahami secara utuh pembagian tugas, fungsi, dan 

kewenangan masing-masing unsur organisasi koperasi, seperti rapat anggota, pengurus, 

pengelola, dan Dewan Pengawas Syariah. Kondisi tersebut sering memicu tumpang tindih 

kewenangan, lemahnya pengambilan keputusan, serta kurang optimalnya fungsi pengawasan. 

Melalui kegiatan pendampingan, pengurus koperasi mulai memahami pentingnya struktur 

organisasi yang jelas dan fungsional sebagai fondasi tata kelola koperasi yang sehat. 

Pembagian tugas antara pengurus dan pengelola menjadi lebih terarah, sehingga proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan usaha koperasi dapat berjalan secara lebih 

efektif dan akuntabel. Selain itu, penguatan pemahaman terhadap Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi turut mendorong terciptanya kepastian peran 

dan tanggung jawab masing-masing pihak. 

 

3 Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Salah satu hasil penting dari kegiatan PKM ini adalah meningkatnya kesadaran pengurus 

dan anggota terhadap peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebelum 

pendampingan, DPS cenderung diposisikan sebagai simbol formal kepatuhan syariah, tanpa 

keterlibatan aktif dalam proses pengawasan operasional koperasi. Melalui pendampingan, DPS 

mulai dipahami sebagai unsur kelembagaan yang memiliki fungsi vital dalam memastikan 

seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. 

Penguatan peran DPS tercermin dari meningkatnya intensitas komunikasi antara DPS dan 

pengurus koperasi, khususnya dalam pembahasan akad pembiayaan, mekanisme 

penghimpunan dana, serta penetapan kebijakan usaha koperasi. Kondisi ini mendorong 

terciptanya praktik koperasi syariah yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip 

maqashid syariah. 

 

4 Dampak terhadap Partisipasi dan Kepercayaan Anggota 

Penguatan struktur kelembagaan koperasi syariah juga berdampak signifikan terhadap 

meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Anggota mulai menunjukkan 

keterlibatan yang lebih aktif dalam rapat anggota, diskusi kebijakan, serta kegiatan usaha 

koperasi. Meningkatnya partisipasi ini tidak terlepas dari tumbuhnya pemahaman anggota 

bahwa koperasi merupakan milik bersama yang dikelola untuk kepentingan kolektif, bukan 

semata-mata lembaga simpan pinjam. 



Selain itu, pendampingan kelembagaan turut menumbuhkan kepercayaan anggota 

terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi syariah yang amanah dan profesional. 

Transparansi dalam pengelolaan keuangan, kejelasan mekanisme pembiayaan, serta penguatan 

fungsi pengawasan syariah menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan tersebut. 

Kepercayaan anggota ini merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan 

koperasi dalam jangka panjang. 

 

5 Pembahasan dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Syariah 

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi syariah, penguatan struktur koperasi syariah 

berperan sebagai prasyarat utama dalam menciptakan kelembagaan ekonomi yang adil dan 

berkelanjutan. Koperasi dengan struktur organisasi yang kuat dan tata kelola yang baik 

memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola potensi ekonomi anggota, memperluas 

akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. 

Hasil kegiatan PKM ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam 

upaya menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi anggota. Dengan 

meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola, koperasi syariah tidak hanya 

berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, pemberdayaan, dan 

penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penguatan struktur koperasi syariah merupakan strategi penting dalam pemberdayaan 

ekonomi anggota. Melalui pendekatan PAR, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan 

kapasitas kelembagaan dan kesadaran kolektif pengurus serta anggota Koperasi Konsumen 

Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau. 

Saran 

Diperlukan pendampingan lanjutan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar 

koperasi syariah dapat tumbuh secara profesional, sehat, dan konsisten dengan prinsip syariah. 
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